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Abstract: The carbon tax regulation that will be implemented in Indonesia has been postponed considering the 
macroeconomic situation that is happening nowadays. This research studies the readiness for its implementation 
in Indonesia by assessing the implementation of POJK No. 51 in 2021, which regulates the carbon emission 
disclosure in the sustainability report. In addition, this research discusses an effective scheme for carbon tax 
implementation in Indonesia based on POJK No. 51. The data that is used in this research mainly is secondary 
data obtained from 26 coal sector companies’ sustainability reports in Indonesia, which are listed in Bursa Efek 
Indonesia for 2021, government’s regulation, and previous studies about the carbon tax. It is found that 34,62% of 
the coal companies haven’t disclosed their carbon emission, which is caused that several companies haven’t 
measured their carbon emission accurately, according to what stated in the regulation. However, POJK No. 51 is 
proven to improve the readiness of the coal sector companies for the tax carbon implementation. Carbon tax 
implementation can use sustainability report that published by each company, which already contains the carbon 
emission. Even though, a more detailed regulation is still needed to support the carbon tax implementation based 
on the carbon emission disclosure by coal companies in 2021. 
 
Keywords: carbon tax, sustainable finance, sustainability report, tax regulation, tax compliance 
 
Abstrak: Skema pajak karbon yang akan diterapkan di Indonesia mengalami penundaan akibat situasi global yang 
sedang terjadi. Penelitian ini mengkaji kesiapan perusahaan-perusahaan sektor batu bara mengacu pada POJK 
No. 51 terkait pengungkapan tingkat emisi karbon di dalam laporan keberlanjutan. Penelitian ini juga ingin 
memberikan gambaran skema penerapan pajak karbon terintegrasi berdasarkan POJK No. 51. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa laporan keberlajutan perusahaan, penelitian 
terdahulu, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pajak karbon. Hasilnya ditemukan bahwa 
34,62% perusahaan batu bara belum melaporkan tingkat emisi karbon yang dihasilkan di dalam laporan 
keberlanjutan, yang disebabkan beberapa perusahaan belum mengukur tingkat emisi karbon secara akurat, 
mengikuti apa yang ditetapkan dalam regulasi. Selain itu, regulasi keuangan berkelanjutan dapat diintegrasikan 
dengan penerapan pajak karbon di Indonesia. Skema penerapan pelaporan pajak karbon di Indonesia dapat 
didasari dengan penggunaan laporan keberlanjutan yang telah memuat tingkat emisi karbon yang dihasilkan oleh 
setiap perusahaan. Pemerintah diharapkan merancang skema pajak karbon yang terintegrasi agar dapat 
diterapkan secara efektif bagi setiap pelaku usaha yang ada di Indonesia. 
 
Kata kunci: Pajak karbon, keuangan berkelanjutan, laporan keberlanjutan, regulasi perpajakan, kepatuhan 

perpajakan 
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PENDAHULUAN 
  

Isu keberlanjutan merupakan sebuah 

hal yang akan terus menjadi fokus utama 

seluruh masyarakat di dunia sebagai upaya 

menangani berbagai masalah lingkungan yang 

saat ini sedang terjadi dan akan terus terjadi di 

masa yang akan datang. Berbagai upaya telah 

dilakukan oleh berbagai pihak dalam rangka 

menjamin kelestarian lingkungan, di mana 

tentunya ekosistem dunia menjadi tempat 

tinggal masyarakat yang perlu untuk terus dijaga 

dan dilestarikan. Dari sektor ekonomi sendiri, 

tentu tidak dapat dipungkiri keberadaan 

perusahaan-perusahaan yang merupakan 

organisasi bisnis juga memberikan dampak 

yang nyata bagi lingkungan sekitar. Dampak 

operasi bisnis yang dilakukan perusahaan dapat 

memberikan dampak negatif, di mana linkungan 

sekitar dapat menjadi rusak lewat keberadaan 

perusahaan yang melakukan kegiatan produksi 

tanpa memperhatikan aspek lingkungan serta 

tidak adanya kesadaran para pihak yang 

berkepentingan akan dampak negatif yang 

timbul dan mengganggu serta merusak 

keseimbangan ekosistem yang telah ada. 

Menurut data yang dicatat oleh WMO, emisi 

karbon dioksida yang ditimbulkan di tahun 2021 

kembali memecahkan rekor tertinggi yang 

membuat iklim di dunia semakin memburuk 

dengan terjadinya perubahan iklim yang masif 

serta gelombang panas ekstrem (Kompas.com, 

2022).  

Untuk mendukung serta meningkatkan 

kepatuhan entitas bisnis dalam memenuhi 

tanggung jawab lingkungan dan sosialnya, 

Kementerian Keuangan juga tengah mengkaji 

akan penerapan pajak karbon di tahun 2022. 

Pengenaan pajak karbon ini diharapkan dapat 

membuat para pelaku usaha memiliki kesadaran 

untuk berpartisipasi dalam gerakan ramah 

lingkungan dalam operasi bisnis, di mana tujuan 

ekonomi hijau dapat tercapai. Awalnya 

ketentuan mengenai pajak karbon akan mulai 

berlaku sejak 1 Juli 2022, namun ditunda karena 

membutuhkan pemikiran yang matang dalam 

mengimplementasikannya (CNBC Indonesia 

.com, 2022). Hal ini tentunya memicu 

perdebatan akan urgensi penerapan pajak 

karbon di Indonesia. Di satu sisi, hal ini 

merupakan inisiatif positif guna mendorong para 

pelaku usaha agar lebih menyadari pentingnya 

lingkungan dan mengendalikan dampak-

dampak negatif yang ditimbulkan terhadap 

lingkungan. Di sisi lain, penerapan pajak karbon 

dapat memicu kenaikan harga bahan bakar 

minyak dan juga listrik, seiring dengan 

perusahaan terus mencari keuntungan. Hal ini 

lah yang dijelaskan oleh Johanna Gani, selaku 

CEO Grant Thornton Indonesia (Suara.com, 

2022).  

Pertimbangan penerapan pajak karbon 

di Indonesia juga didukung dengan adanya 

momentum diselenggarakannya KTT G20 yang 

akan dilaksanakan di Indonesia sejak 1 

Desember 2021 hingga puncaknya pada bulan 

November tahun 2022. Salah satu isu yang 

menjadi fokus utama dalam pertemuan G20 

adalah pengembangan sustainable finance, 

yaitu bagaimana bisnis juga perlu melibatkan 

aspek-aspek keberlanjutan (de Silva 

Lokuwaduge et al., 2022; Morton et al., 2022). 

Pada kesempatan ini, Indonesia juga ditunjuk 

sebagai presidensi G20, yang tentunya juga 

berpeluang untuk meningkatkan perekonomian 

negara. Oleh karena itu, pemerintah juga 

tentunya menerima banyak perhatian dari 

banyak negara, baik dari segi ekonomi, 

lingkungan, sosial, dan juga hukum. Untuk itu, 

pemerintah akan berupaya dalam membangun 

citra Indonesia yang lebih baik di berbagai sektor 
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tadi, yang salah satunya ditunjukkan pada sektor 

lingkungan. Indonesia sendiri di mata 

internasional terkenal akan kekayaan sumber 

daya alam yang dimilikinya, yang tentunya 

membutuhkan pemeliharaan dan pengelolaan 

yang efektif. Dalam rangka mempromosikan 

budaya cinta lingkungan di Negara Indonesia, 

pemerintah mulai menyusun wacana akan 

penerapan regulasi pajak karbon di Indonesia.  

Banyak penelitian sebelumnya telah 

membahas dan meneliti terkait kajian 

penerapan pajak karbon dari sisi teknis dan 

mekanisme penerapannya, dengan melakukan 

komparasi dengan penerapan pajak karbon di 

negara-negara lain (Yeremy et al., 2022; Barus & 

Suparna, 2021; Kurular, 2020). Studi ini ingin 

menggambarkan serta menjelaskan bagaimana 

kesiapan para subjek pajak, dalam penelitian ini 

yaitu perusahaan-perusahaan sektor batu bara 

yang terdaftar di BEI. Objek penelitian ini 

difokuskan pada perusahaan publik dikarenakan 

penelitian ini dilakukan dengan sumber data 

berupa data sekunder, yakni laporan 

keberlanjutan yang diterbitkan oleh perusahaan. 

Laporan keberlanjutan berfokus pada apa saja 

dampak yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis 

yang dilakukan terhadap aspek lingkungan, 

ekonomi, dan juga sosial. Pada aspek 

lingkungan, salah satunya tentu terkait dampak 

iklim, di mana perusahaan wajib 

mengungkapkan dampak tingkat emisi karbon 

yang dihasilkan. Oleh karena itu, laporan 

keberlanjutan dievaluasi secara mendalam dan 

komprehensif pada aspek pengungkapan 

tingkat emisi karbon di dalam penelitian ini guna 

menilai kesiapan perusahaan-perusahaan 

sebagai subjek pajak dari pengenaan pajak 

karbon di masa yang akan datang.  

 

Slippery Slope 

Teori slippery slope (Ullah et al., 2022; 

Irawan & Utama, 2021; Nasution et al., 2020; 

Rachmawan et al., 2020; Tsikas, 2020) 

menyatakan bahwa kepatuhan pajak para wajib 

pajak akan meningkat seiring dengan 

peningkatan kepercayaan dari aparatur dan 

pemerintah terkait pajak (Tambun et al., 2020). 

Dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan 

wajib pajak, pemerintah sebaiknya 

mengembangkan sistem yang mendorong 

kepatuhan sukarela dari wajib pajak itu sendiri. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Fábio Pereira et 

al., 2019) pada masyarakat di Brazil 

menunjukkan bahwa dengan adanya 

kepercayaan dari pihak pemerintah atau 

regulator terhadap masyarakat, kepatuhan 

sukarela dari masyarakat untuk membayar 

pajak semakin meningkat.  

Penerapan regulasi terkait pajak karbon 

tentunya membawa tantangan tersendiri bagi 

para pelaku usaha, baik di dunia (Chen, 2022; 

Duan et al., 2021; Feng et al., 2020; Li & Yang, 2022; 

A. Liu et al., 2022; Wang et al., 2021; Wei & Huang, 

2022) secara umum, maupun secara spesifik di 

Indonesia (Putra et al., 2021; Sudarmaji et al., 

2022; Widagdo et al., 2022), terlebih lagi aturan 

ini terbilang baru, sehingga masih 

membutuhkan banyak sosialisasi agar 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran para 

pelaku usaha akan mekanisme dan teknis 

pengenaan pajak karbon. Implikasi dari teori 

slippery slope terhadap pengenaan pajak 

karbon adalah sebaiknya pemerintah 

merancang siste pelaporan dengan memberikan 

kepercayaan bagi setiap pelaku usaha dalam 

mengungkapkan tingkat emisi karbon yang 

dihasilkan oleh setiap perusahaan tersebut.  

 

Paris Agreement 

Pada tahun 2015, terdapat 190 negara 

yang menandatangani perjanjian untuk 

mengatasi permasalahan iklim, di mana saat ini 

pemanasan global mencapai titik kritis yang 

menyebabkan perubahan iklim yang tidak 



 

Jurnal Bisnis Dan Akuntansi, Vol. 24, No. 2    December 2022 
 
 
 
 

 

 

368 

menentu (Atmadja et al., 2022; Mackey et al., 

2022). Perjanjian Paris menyatakan bahwa 

setiap negara yang menyetujui perjanjian ini 

berupaya untuk membatasi pemanasan global 

di tingkat 2°C (Maghfirani et al., 2022). 

Indonesia menuangkan kebijakan ini ke dalam 

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2016 yang 

memiliki topik utama persetujuan Indonesia 

dalam kesepakatan Paris yang menargetkan 

akan pembatasan dibawah  2°C kenaikan suhu 

rata-rata global di masa pra-industrialisasi dan 

menekan kenaikan hingga 1,5°C di atas suhu 

pra-industrialisasi (Yudhana & Madalina, 2022).   

Indonesia menargetkan di tahun 2030, 

emisi gas rumah kaca dapat diturunkan pada 

tingkat 41% dengan bantuan internasional, dan 

29% dengan bantuan sendiri menurut Laskmi 

Dhewanthi, Direktur Jenderal Pengendalian 

Perubahan Iklim, KLHK. Tercatat bahwa di 

tahun 2020, emisi NDC dari sektor energi adalah 

sebanyak 64,4 juta ton CO2e yang mana masih 

lebih dari target yang diharapkan, yaitu 

sebanyak 58 juta ton CO2e, menurut Direktur 

Jenderal EBTKE, Kementerian ESDM, Dadan 

Kusdiana. Hal inilah yang turut melatar 

belakangi mengapa pemerintah di Indonesia 

berencana menerapkan kebijakan pajak karbon, 

yang telah diterapkan beberapa negara di luar 

sana dalam rangka mengendalikan tingkat emisi 

gas rumah kaca yang dihasilkan oleh 

perusahaan-perusahaan serta pelaku bisnis 

yang ada di Indonesia.   

 

Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan 

(TJSL) dan Regulasi Keuangan 

Berkelanjutan  

Tanggung Jawab Sosial dan 

Lingkungan (Baah et al., 2021) diartikan sebagai 

sebuah kewajiban yang ditanggung oleh setiap 

pelaku usaha untuk dapat terus meningkatkan 

kualitas lingkungan dan masyarakat, baik yang 

berada dalam cakupan perusahaan maupun di 

luar dari cakupan wilayah keberadaan 

persuahaan (Susanty, 2022). Menyadari akan 

pentingnya tanggung jawab sosial dan 

lingkungan setiap pelaku usaha, Otoritas Jasa 

Keuangan menetapkan sebuah peraturan terkait 

hal ini di dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 51/POJK.03/ 2017. POJK No. 

51 sebagai inisiatif yang ditetapkan dalam 

meningkatkan kesadaran pentingnya corporate 

social responsibility, mewajibkan setiap 

perusahaan publik / emiten salah satunya untuk 

membuat sebuah laporan keberlanjutan, yang 

diartikan sebagai laporan yang dipublikasikan 

serta dapat diakses oleh masyarakat awam 

(Farhana & Adelina, 2019).  

Laporan keberlanjutan (Aigner et al., 

2022; Carmo & Miguéis, 2022; Ika et al., 2022; Kang 

& Kim, 2022) berisi berbagai pencapaian yang 

telah dilakukan perusahaan pada sektor 

ekonomi, sektor sosial, serta sektor lingkungan 

hidup sebagai wujud pemenuhan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan yang dimiliki setiap 

perusahaan. Lozano dan Huisingh (2011) 

menerangkan bahwa pembuatan dan publikasi 

laporan keberlanjutan selain sebagai alat yang 

digunakan untuk tujuan internal manajemen 

perusahaan, juga menjadi sebuah alat dalam 

mewujudkan masyarakat yang berkelanjutan 

(Kurniawan, 2017a). Program keuangan 

berkelanjutan diharapkan memicu agar regulasi 

mengenai penurunan emisi karbon perlu untuk 

segera disahkan (Irama, 2019). Lebih spesifik 

mengenai pengungkapan tingkat emisi karbon, 

konten dari laporan keberlanjutan diatur lebih 

lanjut di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa 

Keuangan (SEOJK) Nomor 16/SEOJK.04/2021.  

Emisi gas rumah kaca terbagi ke dalam tiga 

sumber, yaitu scope 1 yang bersumber dari 

pemakaian bahan bakar, scope 2 yang 

bersumber dari pemakaian listrik, dan yang 
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terakhir yaitu scope 3 yang bersumber dari 

perjalanan dinas dengan menggunakan 

pesawat terbang. SEOJK Nomor 16 juga telah 

memberikan panduan akan metode 

perhitungannya mengikuti kaidah dan ketentuan 

yang berlaku.   

 

METODE PENELITIAN 
 

Penelitian ini menggunakan 

pendekatan penelitian konseptual, yaitu berupa 

penelitian yang melakukan sintesis teoritis, 

membentuk gagasan konseptual baru 

berdasarkan isu dan data yang ada (Sugiono, 

2021) dan juga berupa penelitian eksploratif 

dengan pendekatan studi literatur yang 

bertujuan mengkaji keterkaitan antara regulasi 

keuangan berkelanjutan yang ditetapkan oleh 

Otoritas Jasa Keuangan dengan penerapan 

pajak karbon di Indonesia.  

  Penelitian ini menggunakan 
pendekatan mixed method antara kuantitatif dan 
kualitatif, di mana kuantitatif digunakan pada 
data pengungkapan tingkat emisi karbon oleh 
perusahaan batu bara sedangkan kualitatif 
untuk mengembangkan sistem pelaporan pajak 
karbon yang terintegrasi secara efektif. Sumber 
data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
berupa data sekunder, yakni data yang diolah 
dari berbagai dokumen, yang mana dalam hal ini 
berupa tingkat emisi karbon yang diungkapkan 
oleh perusahaan-perusahaan sektor batu bara 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, hasil 
penelitian terdahulu, artikel, berita, serta 
regulasi atau aturan yang menyangkut 
mengenai pajak karbon dan keuangan 
berkelanjutan. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Tinjauan akan Pajak Karbon  

Seiring dengan pertemuan G20 yang 

diselenggarakan pada bulan November 2022, 

Kementerian Keuangan tengah mengkaji 

penerapan pajak karbon untuk tujuan jangka 

panjang. Oleh karena itu, dibutuhkan 

perencanaan dan pertimbangan yang matang 

dalam penerapan pajak karbon di Indonesia. 

Hoeller mendefinisikan pajak karbon sebagai 

pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan 

bakar karbon (Selvi et al., 2020). Penerapan 

pajak karbon sendiri didasari dengan 

bagaimana kelestarian lingkungan yang terus 

terancam seiring dengan meningkatnya emisi 

karbon di seluruh dunia. Penelitian yang 

dilakukan oleh Liu et al., (2022)  mengeksplorasi 

lebih jauh mengenai tingkat emisi karbon yang 

terjadi hingga tahun 2021. Tercatat bahwa 

memang di tahun 2020, emisi karbon sempat 

mengalami penurunan dibandingkan dengan 

tahun-tahun sebelumnya akibat terjadinya 

pandemi covid-19. Namun, tercatat bahwa di 

tahun 2021 tingkat emisi karbon mulai kembali, 

yang ditunjukkan dengan kenaikan 4,8% pada 

angka emisi tahunan.  

Analisis yang dilakukan oleh 

CarbonBrief untuk melihat penyumbang gas 

emisi karbon dioksida di dunia sejak tahun 1850 

hingga tahun 2021 menempatkan Indonesia di 

posisi kelima, dengan persentase emisi karbon 

dioksida yang dihasilkan oleh Indonesia adalah 

sebesar 4,1% dari seluruh tingkat emisi karbon 

yang ada di dunia (Kompas.com, 2022). Upaya 

pemerintah dalam mengatasi kenaikan emisi 

karbon yang secara terus menerus adalah salah 

satunya dengan menerapkan regulasi yang 

salah satunya adalah pada instrumen pajak. 

Undang Undang Nomor 28 tahun 2007 

mendefinisikan pajak sebagai berikut. 

 

 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara 

yang terutang oleh orang pribadi atau badan 

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan 

secara langsung dan digunakan untuk 
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keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat.” 

 Oleh karena itu, tujuan utama 

diterapkannya pajak adalah kemakmuran 

rakyat, di mana untuk pajak karbon, secara tidak 

langsung juga menjamin kemakmuran rakyat 

pada aspek lingkungan. Pajak karbon sendiri 

awalnya dicetuskan seiring dengan 

ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021 tentang Harmonisasi Peraturan 

Perpajakan yang salah satu pembahasan di 

dalamnya memuat mengenai penetapan pajak 

karbon. Awalnya, penerapan pajak karbon akan 

mulai diterapkan sejak 1 April 2022, namun 

kemudian ditunda menjadi tanggal 1 Juli 2022. 

Pada awal Juli 2022, berdasarkan pertimbangan 

Kementerian Keuangan, penerapan pajak 

karbon kembali diundur atas dasar 

pertimbangan situasi makro yang saat ini 

sedang terjadi di dunia ditambah lagi dengan 

pertimbangan akan pengembangan ekosistem 

yang mendukung. Sempat dijelaskan juga 

bahwa sektor pertama yang akan mulai 

dikenakan pajak karbon adalah dari sektor batu 

bara (CNBC Indonesia, 2022).  

Tarif yang dikenakan untuk pajak 

karbon di masing-masing negara tentu berbeda-

beda. Di Indonesia sendiri, batas minimal tarif 

yang dikenakan untuk pajak karbon adalah 

mengikuti harga karbon di pasar karbon per 

kilogram karbon dioksida ekuivalen, yakni 

dengan tarif Rp 30,00/CO2e atau Rp 

30.000,00/tCO2e (Kompas.com, 2022). Apabila 

dikonversi ke dalam mata uang dolar Amerika 

Serikat, maka tarifnya adalah sebesar 

US$2,09/tCO2e (WorldBank.org, per Agustus 

2022). Tabel berikut menyajikan perbedaan tarif 

yang dikenakan untuk negara-negara yang telah 

menerapkan pajak karbon.  

 

Tabel 1 Tarif Pajak Karbon di Beberapa 

Negara di Dunia 

Sumber: Diolah dari worldbank.org 

Berdasarkan data tarif pajak karbon di 

berbagai negara, dapat dilihat bahwa 

pengenaan tarif pajak bervariatif dan ada 

rentang yang tergolong sangat jauh apabila 

melihat tarif pajak karbon terendah dari ketujuh 

negara yang dijelaskan di atas, yaitu Jepang, 

dengan tarif pajak karbon tertinggi, yang 

ditempati oleh Negara Prancis. Pengenaan tarif 

pajak karbon bervariatif mempertimbangkan 

tingkat emisi karbon secara nasional dan juga 

berbagai sektor perusahaan yang ada dalam 

suatu negara tersebut.  

 

Transparansi dan Digitalisasi Pajak Karbon 

Penerapan pajak karbon di Indonesia 

membutuhkan upaya digitalisasi dan 

transparansi, yang merupakan salah satu asas 

penerapan pajak karbon yang efektif menurut 

OECD (2011). Oleh karena itu, aspek 

transparansi sangat penting dalam mendukung 

pengenaan pajak yang transparan dan terbuka 

pada seluruh kalangan publik. Penelitian yang 

dilakukan oleh Lolo et al., (2022) menunjukkan 

bahwa asas transparansi masih menjadi sebuah 

perdebatan dalam penerapannya di Indonesia, 

di mana perpajakan di Indonesia menganut asas 

kerahasiaan. Pentingnya transparansi dalam 

penerapan pajak karbon adalah untuk melihat 

serta mengawasi akan tingkat kepatuhan wajib 

No Negara 
Tarif Pajak (US$/ 

tCO2e) 

1 Argentina 4,99 

2 Prancis 49,29 

3 Jepang 2,36 

4 Singapura 3,69 

5 Afrika Selatan 9,84 

6 Portugal 26,44 

7 Spanyol 16,58 
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pajak serta mencegah perilaku manipulasi 

maupun penghindaran pajak yang dilakukan 

oleh wajib pajak.  

Transparansi pada pajak karbon sangat  

diperlukan dalam mendukung serta 

meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab 

yang diemban setiap pelaku usaha atas emisi 

karbon yang dihasilkannya. Hal ini juga 

merupakan bagian dari tanggung jawab sosial 

dan lingkungan dari setiap pelaku usaha yang 

ada di Indonesia. Dalam mendukung 

keterbukaan dalam penerapan pajak karbon, 

dibutuhkan sarana digitalisasi guna mendukung 

tercapainya transparansi pajak karbon. Layanan 

pajak berbasis digital membantu serta 

mendukung masyarakat dalam melakukan 

pelaporan serta pembayaran pajak terutang 

terhadap negara. Penelitian yang dilakukan oleh 

(Tambun et al., 2020) juga menunjukkan bahwa 

digitalisasi akan layanan pajak yang diberikan 

pemerintah bagi masyarakat telah mencegah 

serta menurunkan tingkat perilaku tax 

avoidance, atau penghindaran pajak. Oleh 

karena itu, sangat penting akan upaya 

transparansi dan digitalisasi akan penerapan 

pajak karbon di Indonesia.   

 

Laporan Keberlanjutan sebagai Sumber 

Informasi Penerapan Pajak Karbon   

Menurut OECD (2011), beberapa asas 

dalam penerapan pajak lingkungan, salah 

satunya pajak karbon agar dapat 

diimplementasikan secara efektif adalah 

dibutuhkannya transparansi dan informasi yang 

bersifat publik (Kurular, 2020). Kedua asas ini 

dapat dipenuhi secara lebih cepat dengan 

penggunaan laporan keberlanjutan yang 

dipublikasikan oleh setiap perusahaan sebagai 

pemenuhan tanggung jawab lingkungan dan 

sosial sebuah entitas bisnis. Seperti yang sudah 

dijelaskan sebelumnya, mekanisme pajak 

karbon akan diterapkan yang dimulai bagi 

perusahaan pertambangan dengan sektor batu 

bara. Tercatat hingga tahun 2021, terdapat total 

26 perusahaan sektor batu bara yang terdaftar 

di Bursa Efek Indonesia. Tabel 2 menunjukkan 

seluruh tingkat emisi karbon perusahaan batu 

bara di Indonesia pada tahun 2021. 

 

Tabel 2 Pengungkapan Emisi Karbon Perusahaan Batu Bara di Tahun 2021 

No. Nama Perusahaan 
Kode 

Emiten 

Tingkat Emisi Karbon (Ton CO2eq) 
Total 

Scope 1 Scope 2 Scope 3 

1 PT Bukit Asam Tbk PTBA 475.533,76 69.115,75 24.621 569.270,51 

2 PT Adaro Energy Tbk ADRO 1.702.209 - - 1.702.209 

3 PT Indika Energy Tbk INDY 1.197.167 3.866 - 1.201.033 

4 
PT Indo Tambangraya Megah 

Tbk 
ITMG 1.631.375 2.801 36.931.656 38.565.832 

5 PT United Tractors Tbk UNTR 3.033.366 161.190 - 3.194.556 

6 
PT Akbar Indo Makmur Stimec 

Tbk 
AIMS Belum menerbitkan laporan keberlanjutan - 
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7 PT Bumi Resources Tbk BUMI 1.839.449,17 - - 1.839.449,17 

8 
PT Batulicin Nusantara Maritim 

Tbk 
BESS Belum menerbitkan laporan keberlanjutan - 

9 
PT Borneo Olah Sarana Sukses 

Tbk 
BOSS 

Belum mengungkapkan tingkat emisi karbon pada 

laporan keberlanjutan 
- 

10 
PT Baramulti Suksessarana 

Tbk 
BSSR 3,531 - - 3,531 

11 PT Atlas Resources Tbk ARII Belum menerbitkan laporan keberlanjutan - 

12 PT Bayan Resources Tbk BYAN 4.076.552,37 - - 4.076.552,37 

13 
PT Exploitasi Energi Indonesia 

Tbk 
CNKO Belum menerbitkan laporan keberlanjutan - 

14 PT Darma Henwa Tbk DEWA 490.362 - - 490.362 

15 PT Delta Dunia Makmur Tbk DOID 815.079,86 761,36 - 815.841,22 

16 PT Dian Swastika Sentosa Tbk DSSA 370,615.1 21,795.3 - 392.410,4 

17 PT Dwi Guna Laksana Tbk DWGL Belum menerbitkan laporan keberlanjutan - 

18 PT Golden Energy Mines Tbk GEMS 370,615.13 21,795.25 - 392.410,38 

19 PT Garda Tujuh Buana Tbk GTBO Belum menerbitkan laporan keberlanjutan - 

20 PT Harum Energy Tbk HRUM 11.190,5 - - 11.190,5 

21 PT Sumber Energi Andalan Tbk ITMA 
Belum mengungkapkan tingkat emisi karbon pada 

laporan keberlanjutan 
- 

22 
PT Resource Alam Indonesia 

Tbk 
KKGI 35.791,21 66,31 - 35.857,52 

23 PT Mitrabara Adiperdana Tbk MBAP - - - 52.543,41 

24 PT Samindo Resources Tbk MYOH Belum melakukan pencatatan emisi gas buang - 

25 PT Golden Eagle Energy Tbk SMMT 
Belum mengungkapkan tingkat emisi karbon pada 

laporan keberlanjutan 
- 

26 PT TBS Energi Utama Tbk TOBA 182.024 4.538 - 
186.562 

 

Sumber: Olahan peneliti (2022) 
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Pihak internal sebagai pengelola 

perusahaan perlu memperhatikan 

pengungkapan aspek tingkat emisi karbon 

dengan mempertimbangkan informasi ini 

sebagai informasi yang material bagi para 

pemangku kepentingan, salah satunya adalah 

pemerintah (Kurniawan, 2017a). Berdasarkan 

tinjauan pengungkapan tingkat emisi karbon 

yang dilakukan oleh pelaku usaha yang 

bergerak di sektor batu bara, dapat ditemukan 

bahwa 9 dari 26 perusahaan, yang berarti 

sekitar 34,62% perusahaan belum melakukan 

perhitungan dan pengungkapan akan tingkat 

emisi karbon. Empat dari total 9 perusahaan 

menginformasikan bahwa memang perusahaan 

hingga waktu penerbitan laporan keberlanjutan 

belum melakukan perhitungan secara rinci 

terkait gas emisi buang yang dihasilkan dalam 

proses produksi perusahaan. Sedangkan lima 

dari total 9 perusahaan menyatakan bahwa 

memang pada tahun 2021, perusahaan belum 

membuat laporan keberlanjutan. Perusahaan-

perusahaan tersebut tidak ingin 

mengungkapkan alasan secara rinci, namun hal 

ini dapat disebabkan kendala seperti 

kekurangan ahli yang memahami akan regulasi 

ini serta juga pertimbangan cost dan benefit. 

Padahal ketetapan dari OJK mewajibkan 

perusahaan untuk membuat laporan 

keberlanjutan, sebagai bentuk pemenuhan 

tanggung jawab lingkungan dan sosialnya. 

Kondisi ini menunjukkan bagaimana kesiapan 

dari para wajib pajak ketika regulasi mengenai 

pajak karbon diterapkan di Indonesia.  

Hal positifnya, sebanyak 65,38% 

perusahaan sektor batu bara telah melakukan 

perhitungan dan pengungkapan akan tingkat 

emisi karbon yang dihasilkan oleh perusahaan. 

Meskipun pengungkapan yang dilakukan 

terkadang belum konsisten antar perusahaan, 

seperti baru beberapa perusahaan yang 

mengungkapkan secara rinci tingkat emisi 

karbon per lini bisnis, tingkat emisi karbon antara 

perusahaan induk dan anak perusahaan. Hal ini 

menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah 

apabila menggunakan pengungkapan tingkat 

emisi karbon dari laporan keberlanjutan 

perusahaan sebagai dasar pengenaan pajak 

karbon.  

Selain itu, beberapa perusahaan 

menjelaskan bahwa perhitungan akan tingkat 

emisi karbon belum dilakukan pada seluruh 

scope sumber yang ada, di mana 

perhitungannya masih terbatas. Ada juga 

perusahaan yang mengungkapkan langsung 

total emisi karbon yang dihasilkan, tanpa 

memperhatikan aspek scope. Hal ini perlu untuk 

terus diperhatikan baik dari pemerintah, maupun 

para pelaku usaha agar dapat segera 

melaporkan tingkat emisi karbon yang 

dihasilkan. Informasi di atas juga menunjukkan 

bahwa rata-rata perusahaan sektor batu bara di 

Indonesia telah mengikuti ketetapan POJK 

Nomor 51 tentang Keuangan Berkelanjutan, di 

mana salah satu aspek di dalamnya mengatur 

mengenai pengungkapan tingkat emisi karbon.  

POJK 51 terbukti berperan penting 

dalam mempersiapkan para pelaku usaha 

terhadap penerapan pajak karbon di Indonesia. 

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa 

tantangan ataupun kendala yang dihadapi bila 

menilai dari pengungkapan pajak karbon oleh 

perusahaan sektor batu bara di atas. 

Perusahaan belum mengungkapkan tingkat 

emisi secara terperinci, baik pemisahan antara 

perusahaan induk dan anak perusahaan, 

maupun per lini usaha. Hal ini tentu akan 

menyulitkan apabila nantinya pajak karbon 

dikenakan dengan tarif yang berbeda 

menyesuaikan lini bisnis.  

Selain itu, pemisahan antara 

perusahaan induk dan anak perusahaan 

diperlukan untuk memudahkan setiap 

perusahaan secara terpisah dalam membayar 
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pajak karbon yang terutang, di mana dalam 

penelitian ini, dapat dilihat pada informasi emisi 

karbon dari perusahaan PT. Dian Swastika 

Sentosa Tbk. Dan PT. Golden Energy Mines 

Tbk, di mana PT. Golden Energy Miles Tbk saat 

ini telah diakuisisi oleh PT. Dian Swastika 

Sentosa Tbk sehingga pengungkapan emisi 

karbon memiliki tingkat emisi yang sama. 

 

Tabel 3 Skema Perhitungan Pajak Karbon 

No. Nama Perusahaan 

Total Emisi 

Karbon 

(tCO2/e) 

Penerapan Pajak Karbon ($) 

Skema 1: Prancis 
Skema 2: 

Jepang 

Skema 3: 

Indonesia 

Skema 4: Nilai 

Tengah Prancis 

dan Jepang 

1 PT Bukit Asam Tbk 569.270,51 28.059.343,44 1.343.478,40 1.189.775,37 14.701.410,92 

2 
PT Adaro Energy 

Tbk 
1.702.209,00 83.901.881,61 4.017.213,24 3.557.616,81 43.959.547,43 

3 
PT Indika Energy 

Tbk 
1.201.033,00 59.198.916,57 2.834.437,88 2.510.158,97 31.016.677,23 

4 

PT Indo 

Tambangraya 

Megah Tbk 

38.565.832,00 1.900.909.859,28 91.015.363,52 80.602.588,88 995.962.611,40 

5 
PT United Tractors 

Tbk 
3.194.556,00 157.459.665,24 7.539.152,16 6.676.622,04 82.499.408,70 

6 
PT Bumi Resources 

Tbk 
1.839.449,17 90.666.449,59 4.341.100,04 3.844.448,77 47.503.774,82 

7 
PT Baramulti 

Suksessarana Tbk 
3,53 174,04 8,33 7,38 91,19 

8 
PT Bayan 

Resources Tbk 
4.076.552,37 200.933.266,32 9.620.663,59 8.519.994,45 105.276.964,96 

9 
PT Darma Henwa 

Tbk 
490.362,00 24.169.942,98 1.157.254,32 1.024.856,58 12.663.598,65 

10 
PT Delta Dunia 

Makmur Tbk 
815.841,22 40.212.813,73 1.925.385,28 1.705.108,15 21.069.099,51 

11 

PT Dian Swastika 

Sentosa Tbk & PT 

Golden Energy 

Mines Tbk 

392.410,40 19.341.908,62 926.088,54 820.137,74 10.133.998,58 

12 
PT Harum Energy 

Tbk 
11.190,50 551.579,75 26.409,58 23.388,15 288.994,66 
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13 
PT Resource Alam 

Indonesia Tbk 
35.857,52 1.767.417,16 84.623,75 74.942,22 926.020,45 

14 
PT Mitrabara 

Adiperdana Tbk 
52.543,41 2.589.864,68 124.002,45 109.815,73 1.356.933,56 

15 
PT TBS Energi 

Utama Tbk 
186.562,00 9.195.640,98 440.286,32 389.914,58 4.817.963,65 

Total Penerimaan Pajak Karbon ($) 2.618.958.723,98 125.395.467,41 111.049.375,80 1.372.177.095,70 

Sumber: Olahan peneliti (2022) 

 
Tabel di atas menunjukkan bahwa 

apabila dilakukan perhitungan akan skema 

pembayaran pajak karbon. Dapat dilihat bahwa 

perbedaan tarif akan berdampak pada 

perbedaan penerimaan yang dihasilkan dari 

penerapan pajak karbon. Perhitungan dengan 

tarif pajak karbon tertinggi di Prancis 

menghasilkan penerimaan sekitar Rp 38 triliun, 

sedangkan dengan menggunakan tarif pajak 

karbon di Jepang, akan menghasilkan 

penerimaan sekitar Rp 1,85 miliar. Perbedaan 

ini tentunya sangat drastis.  

Berikutnya, apabila diterapkan tarif 

pajak di Indonesia seperti yang telah direnakan, 

yakni Rp 30.000/ tCO2e, maka penerimaan dari 

pajak karbon diperkirakan sebesar Rp 1,64 

miliar dari perusahaan sektor batu bara di 

Indonesia, berdasarkan tingkat emisi karbon 

yang dihasilkan pada tahun 2021. Sedangkan, 

apabila dihitung nilai tengah antara tarif pajak 

karbon di Prancis dan Jepang, diperkirakan 

penerimaan pajak sekitar Rp 20,25 triliun. 

Pemerintah di Indonesia diharapkan dapat 

mengkaji besar tarif yang akan dikenakan 

karena perbedaan tarif yang awalnya mungkin 

hanya terlihat perbedaan kecil akan 

menghasilkan perbedaan masif dalam 

penerimaan pajak dari para pelaku usaha yang 

ada di Indonesia. Penelitian oleh (Barus & 

Suparna, 2021) menjelaskan berdasarkan hasil 

wawancara yang dilakukan bahwa tarif yang 

ditetapkan di Indonesia dikenakan dengan 

tujuan kehati-hatian karena akan baru pertama 

kali diimplementasikan. 

Hal ini sangat penting mengingat para 

stakeholder yang terlibat di dalam penerapan 

pajak karbon di Indonesia, yang mana dalam 

penelitian yang dilakukan oleh (Ratih et al., 

2021) menunjukkan terdapat setidaknya enam 

pemangku kepentingan terkait pajak karbon, 

yang terdiri dari Presiden, Menteri Keuangan, 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Direktorat Jenderal Pajak, Organisasi 

Standarisasi Internasional, dan wajib pajak. 

Setiap pihak yang berkepentingan akan memiliki 

tanggung jawab dan juga haknya masing-

masing, yang mana tujuan inti dari penerapan 

pajak karbon tentunya adalah untuk 

kepentingan publik serta dapat 

 

Sistem Pajak Karbon yang Terintegrasi 

secara Efektif 

Melihat akan hal ini, penerapan pajak 

karbon dapat dikolaborasikan bersamaan 

dengan regulasi yang telah ditetapkan OJK, 

guna mendukung pelaporan tingkat emisi 

karbon yang lebih baik dan terintegrasi satu 

dengan lainnya. Agar implementasi pajak 

karbon di Indonesia menjadi lebih efektif, 

tentunya diperlukan kolaborasi dan integrasi dari 

sisi regulasi agar mendukung satu dengan 

lainnya, yakni antara OJK sebagai regulator 
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dalam pasar modal, dengan Direktorat Jenderal 

Pajak sebagai regulator perpajakan di 

Indonesia. Integrasi akan regulasi dibutuhkan 

dengan tujuan utama memperjelas akan dasar 

pengenaan pajak karbon, serta dapat 

meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak, 

dalam hal ini adalah para pelaku usaha di sektor 

batu bara, untuk dapat menyediakan 

pengungkapan tingkat emisi karbon yang 

dihasilkan sesuai dengan aturan yang 

seharusnya.  

Apabila mengacu pada peraturan yang 

telah ditetapkan oleh OJK, yakni POJK no. 51 

mengenai Keuangan Berkelanjutan, tingkat 

emisi dibagi ke dalam tiga scope, yang mana 

nantinya perlu diperjelas juga apakah 

pengenaan untuk masing-masing scope tarifnya 

berbeda, guna menjamin pengungkapan tingkat 

emisi karbon yang komprehensif. Lebih lanjut 

terkait pengungkapan tingkat emisi karbon, 

pemerintah juga perlu melibatkan aspek 

pengawasan independen, guna menjamin 

bahwa pengungkapan tingkat emisi karbon telah 

dihitung secara akurat tanpa adanya manipulasi 

dengan tujuan penghindaran pajak. Peran 

akuntansi keberlanjutan juga menjadi penting 

dalam hal ini, yaitu di satu sisi menjadi konsultan 

bagi para wajib pajak, dan di sisi lain diperlukan 

pihak independent yang menilai akan kewajaran 

tingkat pengungkapan emisi karbon dari 

perusahaan.  

Figur di bawah menunjukkan skema 

sederhana yang dapat digunakan dalam alur 

penerapan pajak karbon yang terintegrasi 

dengan sumber data laporan keberlanjutan yang 

memuat mengenai tingkat emisi karbon yang 

dihasilkan oleh perusahaan. Skema ini 

dirancang dengan juga didasari akan teori 

slippery slope, yang di mana wajib pajak akan 

lebih patuh apabila diberikan kepercayaan. Hal 

ini dibuktikan di mana dalam skema ini, 

perusahaan yang melakukan perhitungan yang 

kemudian dilaporkan kepada pemerintah. Setiap 

perusahaan akan mempublikasikan laporan 

keberlanjutannya setiap tahun, yang di mana 

apabila perusahaan kesulitan dalam membuat 

laporan keberlanjutan, akan dibimbing dan 

dipandu oleh sustainability consultant. 

Laporan 
Keberlanjutan 
berisi Tingkat 
Emisi Karbon

Perusahaan

Auditor / 
Pemeriksa 

Independen

Regulator: 

OJK & Dirjen 
Pajak

Sustainability 
Consultant

Figur 1  Model Skema Pelaporan Pajak Karbon Terintegrasi 
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Perusahaan dapat dibantu oleh profesi certified 

sustainability reporting specialist yang akan 

membantu perusahaan menerjemahkan kinerja-

kinerja perusahaan dalam aspek ekonomi, 

lingkungan, dan sosial ke dalam laporan 

keberlanjutan (Kurniawan, 2017b).  

Kemudian, laporan keberlanjutan yang 

telah dibuat akan diperiksa oleh auditor ataupun 

pemeriksa independent yang ahli dalam 

menganalisis pengungkapan perusahaan 

melalui laporan keberlanjutan, atau secara lebih 

spesifik dalam pembahasan ini adalah menilai 

kewajaran dan kesesuaian akan tingkat emisi 

karbon yang dihasilkan. Hal ini tentu bertujuan 

mencegah perilaku penghindaran pajak dengan 

melakukan manipulasi akan data yang 

dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan. Di 

Singapura sendiri, pihak yang ditentukan dapat 

melakukan penilaian dan perhitungan akan 

tingkat emisi karbon adalah seorang Manajer 

Energi yang sudah memiliki sertifikasi ISO 

14064/ ISO 50001, sedangkan di Indonesia 

sendiri belum ada aturan khusus mengenai hal 

ini (Yeremy et al., 2022). Hal ini tentu menjadi 

sangat penting, terlebih untuk menjamin bahwa 

pelaporan yang dilakukan perusahaan sudah 

akurat, di mana yang melakukan perhitungan 

adalah orang yang ahli.     Indonesia perlu untuk 

segera menerapkan mekanisme terkait 

penerapan pajak karbon di Indonesia secara 

matang agar dapat mewujudkan target yang 

ingin dicapai di tahun 2030 terkait dengan 

penurunan tingkat emisi karbon. Skema yang 

disarankan dalam penelitian ini melibatkan 

pentingnya akuntansi, yaitu pihak auditor serta 

sustainability consultant, yang ahli dalam 

menekuni bidang akuntansi keberlanjutan. 

 

PENUTUP 

 

Pemerintah terus berupaya untuk 

menurunkan tingkat emisi karbon yang 

dihasilkan oleh Indonesia sesuai dengan 

kesepakatan yang telah disetujui ketika 

disahkannya Paris Agreement. Sebelumnya, 

pemerintah telah menetapkan aturan mengenai 

keuangan berkelanjutan di dalam POJK No. 51 

agar meningkatkan kesadaran pelaku usaha 

mengenai tanggung jawab sosial dan 

lingkungan yang diembannya dengan 

mewajibkan perusahaan membuat laporan 

keberlanjutan. Regulasi ini kemudian 

dispesifikan dengan dirancangnya SEOJK No. 

16 tahun 2021, yang di mana perusahaan perlu 

untuk melakukan pelaporan akan tingkat emisi 

yang dihasilkan, yang dibagi ke dalam 3 scope 

utama. Regulasi ini diharapkan dapat 

mendukung penerapan kebijakan pajak karbon 

di Indonesia. Penguatan regulasi ini diharapkan 

melibatkan seluruh pemangku kepentingan 

dengan tujuan utama menjaga kelestarian alam 

dan mencegah pemanasan global yang semakin 

tinggi. Berdasarkan hasil penelitian dengan 

menganalisis pengungkapan karbon 

perusahaan sektor batu bara yang terdaftar di 

BEI tahun 2021, masih terdapat perusahaan 

yang belum membuat laporan keberlanjutan dan 

belum mempublikasikan tingkat emisi yang 

dihasilkannya. Meskipun demikian, lebih dari 

setengah populasi perusahaan batu bara telah 

melakukan perhitungan akan tingkat emisi 

karbon yang dihasilkan. 

Penelitian ini juga menganalisis dan 

merancang skema penerapan pajak karbon 

dengan mengintegrasikan POJK No. 51, SEOJK 

No. 16, dengan aturan pajak karbon yang 

nantinya akan diterapkan bagi pelaku usaha di 

Indonesia. Masih diperlukan regulasi yang 

terperinci guna mendukung pengungkapan 

tingkat emisi karbon yang memadai akan 

penerapan pajak karbon di Indonesia. 

Dibutuhkan sustainability consultant serta peran 

auditor maupun pemeriksa independen dalam 

mendukung skema integrasi ini. Melalui 
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penelitian ini, terdapat beberapa implikasi yang 

dapat diterapkan dalam mengembangkan 

sistem pelaporan pajak karbon yang efektif 

dengan didukung oleh regulasi keuangan 

berkelanjutan yang telah diterapkan di 

Indonesia.  

Pemerintah dapat mengembangkan 

skema penerapan pajak karbon yang efektif 

serta melibatkan berbagai pemangku 

kepentingan yang saling berintegrasi satu 

dengan lainnya dalam mewujudkan kebijakan 

pajak karbon yang efektif di Indonesia. Selain 

itu, pemerintah dapat mempertimbangkan 

penggunaan laporan keberlanjutan sebagai 

dasar pengenaan pajak karbon, namun dengan 

membentuk aturan tambahan mengenai pihak 

berwenang yang dapat melakukan perhitungan 

tingkat emisi karbon yang dihasilkan oleh setiap 

perusahaan. Pemerintah juga perlu 

mempertimbangkan pihak yang diberikan 

tanggung jawab untuk memeriksa, 

memverifikasi, dan menghitung kembali tingkat 

emisi karbon yang dilaporkan perusahaan agar 

mencegah adanya upaya penghindaran pajak.  
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